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ABSTRACT
Village Fund Allocation given to all villages in the district of  Bulungan gives hope that the greater will be the realization
of  equitable development, equitable and participatory. Village Fund Allocation policy implementation makes a very
significant change, the village that was once get a very limited budget that is managed centrally by government
agencies above the village are now getting a large enough budget and was given the authority to manage indepen-
dently. The purpose of  this study was to: (1) determine the impact of  policies Village Allocation Fund in the Silva
Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village, and (2) determine factors
causing variations in the impact of  policies Village Allocation Fund in Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village,
Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan Village.The research is a qualitative research. This study was conducted in
Bulungan, precisely in the Silva Rahayu Village, Tanjung Buka Village, Gunung Seriang Village, dan Bunyu Selatan
Village. Data collected through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data
analysis with qualitative methods to measure data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.The
results showed that the village has an impact Village Fund Allocation most suited to the purpose of the Village Fund
Allocation is expected Silva Rahayu village and the village of  Tanjung Buka. Village at least in accordance with the
original purpose of the program is the Village Fund Allocation Bunyu Selatan Village. This is due to Silva Rahayu Village
and the Tanjung Buka Village has implemented the Village Fund Allocation program in accordance with the rules and
regulations. The village is still having an inhibiting factor is the village of Tanjung Buka. The quantity and quality of
human resources in the village Tanjung Buka still fairly minimal and require further training. Silva Rahayu village,
Gunung Seriang village, and the Bunyu Selatan Village not having problems associated with factors that can influence
policy implementation Village Fund Allocation program. In all three villages of both quality and quantity of  human
resources are sufficient to implement the Village Fund Allocation program. Human resources and apparatus also has
a mental attitude that is ready to implement the program properly.
Keywords: village fund allocation, policy impact, studies of  policy implementation
ABSTRAK
Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan memberikan
harapan yang semakin besar akan terwujudnya pembangunan yang merata, berkeadilan dan par tisipatif. Pelaksanaan
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa yang dulunya mendapatkan
anggaran yang sangat terbatas yang dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah diatasnya kini desa mendapatkan
anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan mengelola secara mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1)
mengetahui dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang, dan
Bunyu Selatan, dan (2) mengetahui faktor penyebab variasi dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva
Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.
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Penelitian ini dapat dikelompokan dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan,
tepatnya di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang, dan Bunyu Selatan. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data dengan
metode kualitatif  dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa desa yang memiliki dampak ADD paling sesuai dengan tujuan ADD yang diharapkan
adalah Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal program ADD adalah
Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan program ADD
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Desa yang masih mengalami faktor penghambat adalah Desa
Tanjung Buka. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Desa Tajung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan
pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang, dan Desa Bunyu Selatan tidak mengalami kendala
terkait dengan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan program ADD. Pada ketiga desa tersebut
baik kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ADD. Sumber
daya manusia dan aparat juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan program dengan baik.
Kata Kunci: alokasi dana desa, dampak kebijakan, studi implementasi kebijakan.
PENDAHULUAN
Perubahan sistem pemerintahan yang mendasar di Indonesia
setelah reformasi adalah diberlakukannya desentralisasi dan otonomi
daerah yang dilaksanakan secara nyata melalui Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999. Dalam perjalanannya UU 22/1999 diubah
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta-
han Daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan oleh
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan
menjalankan pembangunan di daerahnya. Hal ini dimaksudkan agar
daerah memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan
mewujudkan harapan masyarakat agar dapat menikmati pelayanan
publik yang lebih baik melalui kebijakan pembangunan di daerah
yang sesuai dengan kondisi dan keberadaan mereka.
Penekanan otonomi daerah memang diletakkan pada pemerintah
daerah tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi pada dasarnya yang
menjadi penentu keberhasilan dari otonomi daerah adalah struktur
pemerintahan yang paling bawah yaitu Desa. Desa merupakan
struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak
pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa
definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
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mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarakan asal-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses
pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur
pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan
masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka
proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat
sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan
semua unsur nilai dan adat istiadat setempat. Pemerintah
Kabupaten/Kota memiliki kewajiban perimbangan keuangan yang
harus diberikan kepada Desa yakni Alokasi Dana Desa (ADD).
Dalam rangka menindaklanjuti peraturan tersebut Pemerintah
Kabupaten Bulungan telah berupaya untuk melaksanakan kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD) kepada semua desa. Dasar hukum
pelaksanaan ADD di Kabupaten Bulungan adalah Peraturan Bupati
Bulungan Nomor 19 tahun 2010 Meskipun terkesan agak lambat
dalam merespon kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah
digulirkan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 2006, namun
semangat Kabupaten Bulungan untuk melaksanakan ADD didorong
oleh pentingnya posisi desa dalam pembangunan daerah. Besaran
nilai Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada desa di
Kabupaten Bulungan berbeda antara desa satu dan yang lainnya
sesuai dengan perhitungan berdasarkan variabel masing-masing desa
yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bulungan.
Besaran alokas dana desa yang telah dilaksanakan di Kabupaten
Bulungan adalah sebagaimna table di bawah ini
Alokasi Dana Desa, atau yang di beberapa daerah disebut dengan
Perimbangan Keuangan Kabupaten Desa menjadi bagian dari
Penerimaan Desa. Semua Penerimaan dan Belanja Desa selanjutnya
diputuskan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Penentuan besaran
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Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten Bulungan sudah
berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumusan yang sudah diatur
dalam peraturan dengan memperhatikan beberapa variabel yang
menjadi pertimbangan, diantaranya jumlah penduduk, rumah
tangga miskin, luas wilayah, kesehatan, tingkat pendidikan serta
variabel lainnya. (Sumber://www.bulungan.go.id).
TABEL 1. 1 BESARAN ADD DI KABUPATEN BULUNGAN






Dengan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan
kepada semua desa yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan maka
besar harapan akan terwujudnya pembangunan yang merata,
berkeadilan dan partisipatif. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana
Desa (ADD) menjadikan perubahan yang sangat signifikan, desa
yang dulunya mendapatkan anggaran yang sangat terbatas yang
dikelola secara terpusat oleh instansi pemerintah diatasnya kini desa
mendapatkan anggaran yang cukup besar dan diberi kewenangan
mengelola secara mandiri. Akan tetapi dalam perjalanannya Alokasi
Dana Desa (ADD) memunculkan keraguan akan kemampuan desa
dalam melaksanakan kebijakan ini. Terlebih lagi desa masih banyak
memiliki keterbatasan tertentu terutama dalam hal sumber daya
manusia pengelolanya yang dapat mempengaruhi dalam pengelolaan
Alokasi Dana Desa.
Kabupaten Bulungan yang memiliki luas wilayah 17.249,61 Km2
yang terdiri dari 10 kecamatan dan 82 desa dengan kondisi yang
sangat berbeda antara desa yang satu dengan lainnya. Perbedaan
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maupun sarana prasarana, akses transportasi dan jarak yang menghu-
bungkan antara desa dengan pusat pemerintahan menyebabkan
terjadinya kesenjangan antara desa yang satu dengan yang lainnya.
Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah:
1. Bagaimanakah dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu
Selatan Kabupaten Bulungan ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan bervariasinya dampak
kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Siva Rahayu,
Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan?
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD)
di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu
Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab variasi dampak kebijakan
Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Silva Rahayu, Tanjung Buka,
Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.
Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka manfaat yang
diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah hasil
identifikasi atas dampak Alokasi Dana Desa (ADD) akan dapat
dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan
dalam melakukan evaluasi kebijakan dalam memberikan kontribusi
terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini juga akan
bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam
merumuskan kebijakan yang terkait dengan Alokasi Dana Desa
terutama dengan faktor–faktor yang menjadi penentu keberhasilan
kebijakan ini..
KERANGKA TEORI
Konsep kebijakan Friedrich (Safi’i, 2009:14) mengatakan
kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan
seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan
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tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-
kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan
dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau
merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang
desa, Pasal 1 ayat 5 disebutkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah
dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk
desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat
dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam
pasal penjelas ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah adalah terdiri dari dana
bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Alokasi Dana
Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
Permendagri No 37 tahun 2007 pasal 18 menyebutkan bahwa
Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang
bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan
daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit
10 % (sepuluh persen). Selanjutnya pada pasal 19 disebutkan bahwa
tujuan ADD adalah sebagai berikut.
1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan
di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya
dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong
masyarakat
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Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Pada Pasal 20 disebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa
merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah:
1. Azas merata adalah besarnya bagian alokasi dana desa yang sama
untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa
Minimal (ADDM).
2. Azas adil adalah besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan
Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel
tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan
dasar, kesehatan dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa
Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara
azas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam
puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah
40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.
Penyaluran dan pencairan ADD diatur dalam Pasal 21
Permendagri no 37 tahun 2007. Alokasi dana desa dalam APBD
Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.
Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk
berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan
permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada Bupati c.q Kepala
Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah
dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten akan
meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala
bagian keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala Bagian Keuangan
Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan
Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.
Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan
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secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi
daerah kabupaten kota.
Pasal 22 Permendagri no 37 tahun 2007 mengatur tentang
pelaksanaan ADD. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiaya-
annya bersumber dari ADD dalam APBDesa, sepenuhnya dilaksa-
nakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada Peraturan
Bupati/Walikota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah
sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk belanja aparatur dan
operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen)
untuk biaya pemberdayaan masyarakat.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di empat desa yang ada di Kabupaten
Bulungan Propinsi Kalimantan Utara. Keempat desa tersebut adalah
Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu Selatan.
Keempat desa tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena
memiliki karakteristik yang berbeda.
Penelitian ini dilakukan dengan memberikan fokus pada
penelitian lapangan, namun tidak mengesampingkan studi
kepustakaan sebagai penunjang. Oleh karena itu penelitian ini dapat
dikelompokan dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Lexy
(2013:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian, misalnya periilaku, persepsi, motivasi, dengan cara
deskripsi dalam bentuk kat-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.
Dalam penelitian ini ada dua jenis data yakni data primer dan
data sekunder. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara
langsung dari para responden berupa informasi di lapangan, yang
meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-
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Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Masyarakat. Data Sekunder,
merupakan data yang diperoleh melalui literatur, buku maupun
catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang
diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan
proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen.
Sumber data sekunder adalah Daftar Usulan Rencana Kegiatan
ADD, APBDesa, Monografi desa, Peraturan Desa, Kondisi sarana
dan prasarana.
Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi
kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen, observasi,
dan melakukan wawancara dengan Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa,
dan masyarakat yang relevan dengan masalah penelitian. Untuk
memperoleh data primer dilakukan melalui teknik wawancara secara
mendalam dan wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan
yang rinci dan mendalam mengenai implementasi kebijakan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi dampak Alokasi Dana Desa
(ADD). Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer,
yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui
pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Observasi
dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan
hasil kegiatan Alokasi Dana Desa. Sedangkan Teknik Dokumentasi
digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara
menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari
berbagai dokumen seperti; peraturan perundang undangan, arsip,
laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat
para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.
Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif menurut
Mathew B. Miles dan A.Michael Huberman (1994:15) bahwa analisis
data kualitatif merupakan proses siklus dan interaktif yang bergerak
diantara empat sumbu. Tahap dalam penelitian ini adalah sebagai
Vol. 2 No. 3
OKTOBER 2015
569
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
berikut.
1. Pengumpulan data adalah proses untuk memperoleh data yang
ada di lapangan yang berhubungan tema penelitan
2. Reduksi data, dari data yang telah diperoleh di lapangan
selanjutnya di ketik dalam bentuk laporan. Selanjutnya dari
laporan yang telah terkumpul segera dilakukan analisa dengan
mereduksi, merangkum, dan memilih hal-hal yang pokok dan
fokus pada hal penting yang kemudian disusun secara sistematis.
3. Penyajian Data, dilakukan dengan membuat matriks, grafik,
network dan chart agar setiap data untuk mendapatkan gambaran
secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu dalam
penelitian. Dengan demikian akan memudahkan untuk
mengambil kesimpulan yang tepat.
4. Kesimpulan dan Verifikasi, dilakukan dengan cara mencari pola,
tema, hubungan persamaan dan selanjutnya dicoba ditarik
kesimpulan. Kesimpulan pada awalnya sangat tentatif, kabur dan
diragukan, namun seiring dengan bertambahnya data maka
kesimpulan akan lebih tepat.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
DAMPAK KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
Terkait dengan dampak kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung Seriang dan Bunyu
Selatan dapat diketahui dari pencapaian tujuan dan sasaran ADD,
manfaat ADD, aspek sarana prasarana, aspek ekonomi, dan serapan
tenaga kerja. Berikut uraian dari masing-masing aspek tersebut.
1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ADD
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa maksud pemberian
Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana
perangsang untuk mendorong dalam membiayai program
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royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan
pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan pencapaian tujuan dan
sasaran ADD pada Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung
Seriang dan Bunyu Selatan dapat diketahui dari jawaban responden
dalam wawancara sebagaimana tabel 1
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui imlementasi kebijakan
ADD pada masing-masing desa. Selain itu juga diketahui
pelaksanaan dan penyaluran ADD, pemahaman terhadap tujuan
ADD, pencapaian tujuan dan sasaran ADD, serta keberhasilan ADD
mencapai tujuannya. Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa
implementasi ADD pada keempat desa yang diteliti hamir sama.
Pada Desa Silva Rahayu, alokasi ADD terlambat sehingga honor
pemerintahan desa dan fisik tidak sesuai dengan yang harapkan.
Penyaluran ADD di desa ini sesuai dengan Pergub dan pencairannya
dilakukan dalam 2 tahap. Kepala Desa Silva Rahayu memahami
tujuan ADD sebagai dana yang digunakan untuk meningkatkan
pembangunan desa yang sifatnya langsung menyentuh ke warga.
Sampai dengan saat ini, ADD dianggap belum mencapai tujuan
karena dana tidak sesuai dengan anggaran yang direncanakan
RPJMdes dengan RKP, sehigga pencapaian tujuan dianggap masih
sebesar 40 %.
Implementasi ADD di Desa Tanjung Buka juga dinilai belum
maksimal oleh Kepala Desa. Penyaluran ADD sudah mengalami 4
kali perubahan, yaitu dengan komposisi 60% + 40%, 15% + 50% +
35%, 50% + 50%, dan 20% + 60% + 20%. Kepala Desa Tanjung
Buka memahami tujuan ADD sebagai dana yang dialokasikan
untukmeningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, member-
dayakan masyarakat desa, mendorong peningkatan / swadaya gotong
royong, masyarakat. Dalam pelaksanaan da penyalurannya, Kepala
Desa Tanjung Buka menganggap bahwa sudah ada yang dicapai
namun masih dibawah harapan yang sesungguhnya. Dalam
pencapaian tujuannya, pelaksanaan ADD di Desa Tajung Buka dapat
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TABEL 1. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN ADD
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dikatakan sudah berhasil namun belum tercapai seutuhnya dan
belum maksimal.
Pada Desa Gunung Seriang, kepala desa merasa bahwa
implementasi ADD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Penyaluran ADD dilakukan melalui bank yang kemudian
dicairkan oleh bendahara desa dengan kepala desa sebagai
penanggung jawab. Kepala Desa Gunung Seriang menganggap
bahwa tujuan ADD adalah untuk mensejahterakan masyarakat
pedesaan. Dalam pencapaiannya, ADD dianggap sudah ada yang
mencapai tujuan, namun juga ada yang belum tercapai dan masih
dalam proses pencapaian sehingga pelaksanaan ADD di Desa
Gunung Seriang dapat dikatakan belum sepenuhnya berhasil.
Kepala Desa pada Desa Bunyu Selatan menyatakan bahwa
diperlukan pemahaman terhadap kewenangan dan pengalokasian
yang benar dan merata, serta diharapkan adanya pengawasan ketat
dari Pemda dan kontrol pendamping ADD dan masyarakat dalam
implementasi kebijakan mengenai ADD. Pelaksanaan ADD di Desa
Buyu Selatan sudah melalui prosedur dan mekanisme yang ada
terkecuali ada aturan baru yang belum tersosialisasikan dan
dipahami. Tujuan dari pelaksanaan ADD di Desa Bunyu Selatan
dipahami sebagai dana yang dialokasikan untuk membiayai
penyelenggaraan desa mencakup pelayanan, pembangunan,
pemberdayaan / pembinaan masyarakat sesuai kebutuhan dan
kemampuan desa. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pelaksanaan
ADD di Desa Gunung Seriang belum sepenuhnya tercapai, akan
tetapi sudah mengarah pada ketercapaian yang dimaksud. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan ADD di Kabupaten
Seriang belum berhasil baik tapi peruntukannya sudah mencapai
keberhasilan.
2. MANFAAT ADD
ADD diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat,
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terutama sebagai wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat.
Terkait dengan manfaat ADD di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka,
Gunung Seriang dan Bunyu Selatan dapat diketahui dari jawaban
responden dalam wawancara sebagaimana tabel berikut.
TABEL 2. MANFAAT ADD
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Keterangan 
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Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)
Tabel di atas menunjukkan penjelasan hasil wawancara kepala
desa terkait dengan manfaat pelaksanaan ADD. Pada Desa Silva
Rahayu, manfaat pelaksanaan ADD adalah untuk menambah
penghasilan pemerintah desa dan program desa serta pembangunan
fisik di desa. Pada Desa Tanjung Buka, ADD bermanfaat untuk
melaksanakan pembangunan skala desa tanpa melalui lelang murni.
Di Desa Gunng Seriang, manfaat ADD sangat berpengaruh besar
terhadap perputaran ekonomi masyarakat desa melalui
pemberdayaan. Kepala Desa Bunyu Selatan menjelaskan bahwa
ADD bermanfaat untuk mengurangi beban pemdes dalam
melakukan pembangunan, dapat meningkatkan pemberdayaan dan
pembinaan pada masyarakat desa, dan meringankan beban
masyarakat dalam pembanguan dan kesejahteraannya. Berdasarkan
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ADD sangat bermanfaat bagi pembangunan desa. Selain itu, ADD
juga bermanfaat untuk melakukan pembinaan pada masyarakat
sebagai suatu upaya pemberdayaan masyarakat.
3. ASPEK SARANA PRASARANA
Dalam implementasi suatu kebijakan, tentunya diperlukan sarana
dan prasarana. Begitu pula halnya dengan hasil dari implementasi
kebijakan, khususnya mengenai ADD. Dampak ADD terhadap
sarana dan prasarana di Desa Silva Rahayu, Tanjung Buka, Gunung
Seriang dan Bunyu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL 3. DAMPAK IMPLEMETASI ADD TERHADAP SARANA DAN PRASARANA
Gambaran 
Keterangan 




















Cukup baik dilihat  
dari sarana teknis 









program ADD tersebut 
Sangat 
berpengaruh di 













Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)
Tabel di atas menunjukkan penjelasan hasil wawancara kepala
desa terkait dengan sarana prasarana yang tersedia dalam
pengelolaan ADD, maupu dampak ADD terhadap sarana dan
prasarana yang terdapat di desa. Pada Desa Silva Rahayu, sarana
dan prasarana yang dimiliki dan digunakan dalam pengelolaan ADD
adalah sarana dan prasarana yang sifatnya menyentuh masyarakat
langsung. Pelaksanaan ADD di Desa Silva Rahayu tentunya
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berdampak terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada di desa.
Kepala Desa Silva Rahayu mengungkapkan bahwa pelaksanaan ADD
sangat berpengaruh sekali teradap sarana dan prasarana di desa.
Di Desa Tanjung Buka, sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pengelolaan ADD adalah sarana dan prasarana yang terdaftar
sebagai aset desa. Dengan menggunakan sarana dan prasarana
tersebut, ADD bisa dikelola dengan baik sehingga berdampak pula
terhadap sarana dan prasarana di Desa Tanjung Buka. ADD
digunakan untuk memperbaiki dan merehabilitas sarana dan
prasarana desa yang mengalami kerusakan.
Desa Gunung Seriang memililiki sarana dan prasarana yang
cukup memadai untuk mengelola ADD. Pengelolaan ADD yang
dilakukan menggunakan sarana dan prasarana yan memadai tersebut
keudian jga berdampa terhadap sarana dan prasarana yang ada di
desa. ADD di Desa Guung Seriang juga digunakan untuk memper-
baiki seluruh sarana dan prasarana yang terdapat di desa.
Pada Desa Bunyu Selatan, sarana dan prasarana yang digunakan
dalam pengelolaan ADD cukup baik apabila dilihat dari sarana dan
prasarana teknis maupun sarana dan prasarana non teknis. Kedua
jenis saana prasaran tersebut kemduian digunakan dalam pengelo-
laan ADD. Pengelolaan ADD tersebut kemudian juga berdampa
terhadap sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Bunyu Selatan,
terutama pada sarana dan prasarana fisik.
4. ASPEK EKONOMI
Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan
langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepen-
tingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis,
khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.
Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar
disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang
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kemandirian desa. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu
ADD untuk menunjang segala sektor di masyarakat, termasuk sektor
ekonomi. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan
antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan anatara
pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat
merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan
pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.
Dampak ADD terhadap aspek ekonomi dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)
Tabel di atas menunjukkan penjelasan mengenai dampak ADD
terhadap kondisi ekonomi, baik ekonomi desa secara keseluruhan,
maupun kondisi ekonomi masyarakat. Berdasarkan tabel di atas
dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa
Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka sudah berdampak terhadap
kondisi ekonomi desa secara keseluruhan. Pada kedua desa ini,
pengelolaan dan pelaksanaan ADD di Desa Silva Rahayu dan Desa
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Tanjung Buka sudah berdampak terhadap kondisi ekonomi
masyarakat.
Di Desa Gunung Seriang, Kepala Desa mengungapkan bahwa
ADD sdah berdampak terhadap kondisi ekonomi desa secara
keseluruhan, namun belum maksimal. Terhadap kondisi ekonomi
masyarakat di Desa Gunug Seriang, ADD juga sudah berdampak
namun juga belum maksimal. Melalui program ADD, masyarakat
tentunya juga dapat merasakan adanya dana penunjang pereko-
nomian yang ada di desa. Pada Desa Bunyu Selatan, pengaruh ADD
dirasakan belum menyentuh secara keseluruhan pada perekonomian
desa. Begitu pula halnya pada kondisi perekonomian masyarakat,
dimana pengaruh ADD belum langsung menyentuh pada pere-
konomian masyarakat. Dampak ADD terhadap kondisi pereko-
nomian masyarakat di Desa Bunyu Selatan dianggap masih sangat
kurang.
5. SERAPAN TENAGA KERJA
Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepe-
nuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa
sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format kepemerinta-
haan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagai
mana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang
berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Sehingga
dengan ADD tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa,
partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplemen-
tasikan bantuan tersebut untuk kedepan. Dampak program ADD
terhadap penyerapan tenaga erja di desa dapat diketahui dari tabel
4.
Tabel di atas menunjukkan penjelasan bahwa implementasi ADD
di Desa Silva Rahayu, Desa Tanjung Buka, Desa Gunung Seriang,
dan Desa Bunyu Selatan cukup mampu menyerap tenaga kerja. DI
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turut mengerjakan pembangunan dengan mengikuti ketentuan yang
berlaku. Implementasi program ADD juga sangat bermanfaat dalam
pembangunan. Pembangunan Desa Silva Rahayu menjadi semakin
lancara dengan adanya ADD. Dalam pelaksanaannya, program ADD
sudah memiliki pendamping dari kabupaten dan langsung dan
diamati inspektorat.
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Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)
Kepala Desa Tanjung Buka juga berpendapat bahwa program
ADD memiliki pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan
ternaa kerja ini terjadi dengan adanya pembagunan di desa. ADD
memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap pembangunan yang
dilaksanakan di Desa Tanjung Buka. Dengan adanya progam ADD,
pembangunan di Desa Tanjung Buka dapat berjalan lancar.
Sebagaaimana Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka, Kepala
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Desa Gunung Seriang juga mengangap bahwa dengan adanya ADD
maka dapat membuka dan memberi peluang kerja kepada masya-
rakat. ADD yang berperan penting dalam pembangunan desa akan
mampu membuka dan menerap tenaga kerja dalam pelaksanaan
program pembangunan desa. Oleh karena itu, ADD sudah membe-
rikan pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja untuk melaksa-
nakan pembangunan dan menjamin kelancaran pembangunan di
Desa Gunung Seriang.
Berbeda dengan pendapat dari ketiga Kepala Desa sebelumnya,
Kepala Desa Bunyu Selatan menganggap bahwa program ADD tidak
maksimal dalam penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, pro-
gram ADD usdah sangat membantu dalam pelaksanaan pemba-
ngunan di desa. Pembangunan yang berjalan di Desa Bunyu Selatan
juga sudah berjalan lancar sesuai dengan program yang direncanakan
dalam pelaksanaan ADD.
Lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ADD pada masing-
masing desa diuraikan sebagaimana berikut.
1. DESA SILVA RAHAYU
Kepala Desa Silva Rahayu telah menjelaskan dampak positif dan
negatif dari program ADD. Adapun dampak positif program ADD
diungkapkan Kepala Desa sebagai berikut.
“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah
pembangunan fisik yang di danai ADD langsung menyentuh masya-
rakat” (WWCR-KD1, 2015).
Aparatur berpendapat mengenai dampak positif dari kebijakan
program ADD sebagaimana kutipan berikut.
“Pembangunan di tiap desa agar tercapai apabila sesuai SOP. Karena
tiap usulan dari warga yang minoritas akan terealisasi lewat dana dana
desa” (WWCR-A1, 2015).
Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui dampak positif dari
program ADD yang dilaksnakan di Desa Silva Rahayu. Dampak
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yang didanai dari ADD. Pelaksanaan ADD harus dilaksanakan sesuai
dengan SOP agar dapat memberikan dampak positif. Namun
demikian, BPD memiliki pendapat yang berbeda dengan
manyatakan bahwa dampak positif dari program ADD adalah adanya
peningkatan penghasilan aparatur desa dan kader-kader di desa.
Terkait dengan dampak negatif, informan penelitian tidak mampu
menjelaskan adanya dampak negatif dari program ADD. Namun
demikian, Kepala Desa Silva Rahayu menjelaskan sebagaimana
berikut.
“Dampak negatif dari kebijakan program alokasi dana desa yaitu
pendamping ADD kurang maksimal di karenakan tunjangan
pendamping tidak tepat bulananya” (WWCR-KD1, 2015).
Terkait dengan dampak negatif, aparatur berpendapat sebagai
berikut.
“Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan tidak mengacu program
prioritas di desa dari pengguna dana desa” (WWCR-A1, 2015).
Berdasarkan kutipan wawanara di atas diketahui bahwa dampak
negatif dari program ADD tidak dapat teridenfikasi. Kepala Desa
dan aparatur hanya berpendapat bahwa program ADD harus
dilaksanakan sesuai SOP dan harus ada tunjangan pendampingnya.
2. DESA TANJUNG BUKA
Kepala Desa Tanjung Buka menjelaskan dampak positif dari pro-
gram ADD yang dilaksanakan pada desa tersebut. Terkait dengan
dampak negatif, Kepala Desa menyatakan bahwa tidak ada dampak
negatif dari ADD di Desa Tanjung Buka. Dampak positif program
ADD di Desa Tanjung Buka dapat diketahui dari kutipan berikut.
“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah
menumbuh kembangkan swadaya gotong royong melalui pemberdayaan,
masyarakat desa” (WWCR-KD2, 2015).
Senada dengan pendapat tersebut, aparatur di Desa Tanjung Buka
juga mengungkapkan bahwa ada dampak positif dari program ADD
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sebagaimana kutipan berikut.
“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah SDM
meningkat, roda perekonomian lancar, infrastruktur lancar, serta
kesehatan dan pendidikan mulai baik” (WWCR-A2, 2015).
Informan lain yang mengungkapkan tentang dampak program
ADD adalah BPD sebagaimana kutipan wawancara berikut.
“Ada, yakni memudahkan masyarakat dalam kelancaran melakukan
berbagai macam kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi
rumah tangga dan lain sebagainya” (WWCR-BPD2, 2015).
Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa dampak
negatif dari program ADD di Desa Tanjung Buka adalah menurun-
nya kesadaran masyarakat dalam memelihara infrastruktur yang telah
dibangun dengan dana dari ADD. Hal ini disebabkan asyarakat
merasa bahwa ada dana yang tersedia untuk membangun sarana
dan prasarana tersebbut sehingga tidak perlu dipelihara dengan baik.
3. DESA GUNUNG SERIANG
Di Desa Guung Seriang, dampak positif dan dampak negatif dari
pelaksanaan program ADD dapat diketahui dari kutipan wawancara
dengan aparat sebagaimana berikut.
“Dampak postif dari ADD adalah dampak yang bisa dilihat secara
langsung cara berpikir masyarakat dan rasa ingin memiliki, namun
kemandirian masyarakat desa tidak bisa terlihat” (WWCR-A3, 2015).
Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa aparat Desa
Gunung Seriang menyatakan ada dampak positif yang dapat terlihat
secara langsung maupun tidak langsung dari implementasi kebijakan
program ADD. Dampak yang dapat dilihat secara langsung antara
lain pembangunan desa yang ingin dilakukan oleh masyarakat,
sedangkan dampak yang tidak dapat dilihat secara langsung adalah
kemandirian masyarakat desa. Aparat Desa Gunung Seriang
Mengungkapkan bahwa hampir tidak ada dampak negatif dari
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4. DESA BUNYU SELATAN
Dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan program
ADD di Desa Bunyu Selatan dapat diketahui dari hasil wawancara
peneliti dengan beberapa informan penelitian, yaitu kepala desa,
aparat, BPD, LPM, dan masyarakat. Pendapat Kepala Desa Bunyu
Selatan terkait dengan dampak positif program ADD dapat diketahui
dari kutian berikut.
“Dampak positif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah
memberi ruang gerak Pemdes dan Lembaga Desa dalam menjalankan
programnya baik dalam penyusunan rencana sampai pertangungjawa-
ban, dan menggerakan masyarakat dalam pembangunan disegala bidang
sesuai program desa sampai pusat” (WWCR-KD4, 2015).
Pendapat yang hampir sama diungkapkan oleh BPD sebagaimana
kutipan wawancara berikut.
“Memberi ruang gerak Pemdes dan lembaga desa dalam menjalankan
programnya baik dalam penyusunan rencana sampai pertanggung
jawaban dan menggerakan masyarakat dalam pembangunan disegala
bidang sesuai program desa sampai pusat” (WWCR-BPD4, 2015).
Dampak positif program ADD menurut aparat desa dapat
diketahui dari kutipan berikut.
“Ada, dengan adanya ADD sedikit demi sedikit pembangunan didesa
dapat terpenuhi. Dengan adanya ADD masyarakat semakin meningkat
kemampuannya dengan diadakan bimbingan dan pelatihan” (WWCR-
A4, 2015).
Berdasarkan kutipan-kutipan di atas dapat diketahui berbagai
dampak positif yang dapat diperoleh dari implementasi kebijakan
mengenai program ADD. Dampak positif dari program ADD
tersebut antara lain pemerintah desa dan lembaga desa jadi memiliki
ruang gerak yang lebih luas untuk menyelenggarakan program
pembangunan yang telah direncanakan. Dampak positif yang secara
langsung dapat dirasakan adalah pelayanan administrasi desa yang
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berjalan dengan baik, dibangunnya gedung lembaga desa dan PKK,
semenisasi gang, serta administrasi desa yang lebih tertib. Terkait
dengan dampak negatif, Kepala Desa Bunyu Selatan mengung-
kapkan sebagaiana berikut.
“Dampak negatif dari kebijakan program alokasi dana desa adalah
munculnya silang kepentingan yang kuat sehingga mengurangi sikap
kerjasama dan semngat gotong royong dan lemahnya kreatifitas dan
inovasi berkemajuan serta semangat kemandirian” (WWCR-KD4,
2015).
Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat diketahui dampak
negatif dari program ADD menurut penilaian Kepala Desa dan LPM.
BPD memiliki pendapat yang sama dengan Kepala Desa. Dampak
negatif dari pelaksaaan program ADD di Desa Bunyu Selatan adalah
munculnya silang kepentingan yang kuat sehingga mengurangi sikap
kerjasama dan semngat gotong royong dan lemahnya kreatifitas dan
inovasi berkemajuan serta semangat kemandirian.
FAKTOR PENYEBAB VARIASI DAMPAK KEBIJAKAN
ALOKASI DANA DESA (ADD)
Meskipun pada dasarnya sama, akan tetapi tetap ada perbedaan
pada dampak ADD di Desa Silva Rahayu, Desa Tajung Buka, Desa
Gunung Seriang, da Desa Bunyu Selatan. Perbedaan dampak kebija-
kan ADD tersebut disebakan oleh berbagai faktor. Diantara faktor
yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah faktor
SDM aparatur dan pengelola ADD, serta sikap mental aparatur dan
pengelola ADD. Berikut uraian menenai SDM aparatur dan
pengelola ADD, serta sikap mental aparatur dan pengelola ADD.
1. SDM APARATUR DAN PENGELOLA ADD
Keberhasilan program ADD dalam pencapaian tujuan tidak dapat
dipisahkan dari unsur sumber daya manusia. Sumber daya manusia
merpakan pelaksana yang sangat menentukan keberhasilan dari
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Pengawasan pelaksanaan ADD tidak terlepas dari struktur tugas dan
kewenangan serta pertangungjawaban sebagaimana disu dalam
organisasi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur
organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibentuk dengan baik
sehingga memberikan garis kewenangan dan tugas serta arah
pertanggungjawaban antar fungsi yang jelas. Akan tetapi dalam
pelaksanaannya di lapangan pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya
berjalan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan fungsi yang
melibatkan. Lebh lanjut terkait dengan sumber daya manusia pada
pelaksanaan program ADD di Kabupaten Bulungan dapat dilihat
dari tabel berikut.
TABEL 5. DAMPAK SDM APARATUR DAN PENGELOLA ADD
Gambaran 
Keterangan 
Desa Silva Rahayu Desa Tanjung Buka 
Desa Gunung 






jawabkan ADD sampai 
saat ini lancar 
Pertanggungjawaba




Tentunya tidak pasti 
ada saja 
hambatannya 














aparatur desa sudah 
cukup SDM nya 
masalahnya dalam 
satu kabupaten untuk 
administrasi dana ADD 
30 % yang ada 
temuan bawasda 
Kualitas, SDM 
sangat minim masih 
butuh pelatihan 
secara khusus 
Cukup bagus sudah 
berjalan dengan 5 
tahun 
Cukup mempunyai 
Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)
Pada Desa Silva Rahayu, sampai dengan saat ini, pertanggung-
jawaban ADD lancara tanpa adanya kendala yan berarti. Kepala Desa
mengungkapkan bahwa Desa Silva Rahayu sudah memiliki sumber
daya manusia yan cukup. Kepala Desa Tajung Buka mengunkapkan
bahwa pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Tanjung
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Buka dilaksanakan secara berjenjang. Pada Desa Gunung Seriang,
pertanggungjawaban telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kepala
Desa tidak menyangkal bawha dalam pertanggungjawaban masih
ditemui hambatan. Akan tetapi, hambatan tersebut tidak cukup
berarti dan dapat diselesaikan dengan baik. Selama ini, kualitas
sumber daya manusia di Desa Tanjung Buka sudah cukup baik
sehingga program dapat berjalan dengan baik selama 5 tahun
terakhir. Pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Bunyu
Selatan juga sudah dilaksanakan menurut aturan pengelolaannya.
Sumber daya manusia yan tersedia untuk mengelola ADD tergolon
cukup, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. SIKAP MENTAL APARATUR DAN PENGELOLA ADD
Selain kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, sikap men-
tal yang baik dari apartur tersebut tentunya juga turut menentukan
berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang diimplementasikan.
Terkait dengan sikap mental aparatur dan pengelola ADD dapat
diketahui dari tabel 6.
Aparatur di Desa Silva Rahayu sangat siap karena pengelolaan
sudah ditentukan dan mengikuti juknis. Oleh karena itu, tidak ada
masalah pada sikap mental aparatur yang bertanggung jawab
terhadap program ADD. Kepala Desa Tanjung Buka mengemukakan
bahwa aparatur selalu siap karena ini merupakan tanggung jawab.
Kepala Desa Tanjung Buka berharap dana dari ADD tetap diberikan
sampai desa mampu dan memiliki kemandirian yang baik. Desa
Gunung Seriang juga memiliki sikap mental yang siap untuk
bertanggung jawab terhadap program ADD. Sikap mental siap ini
disebabkan kesadaran bahwa jabatan bukan tujuan utama,
melainkan SDM, pendidikan serta pelayanan yang baik kepada
masyarakat desa yang harus menjadi perhatian utama dalamm
melayani masyarakat. Pada Desa Bunyu Selatan, Kepala Desa
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baik. Di masa mendatang, Kepala Desa Bunyu Selatan berhadap
bahwa kebijakan yang lebih prinsipil dan strategis, ada sosialisasi
berkesinambungan atas kebijkan sekaligus pengwasan, transparansi
pengelolaan ADD serta peningkatan peran serta masyarakat.




















Jabatan bukan tujuan 
utama melainkan SDM, 
pendidikan serta 








di masa yang 












Agar kiranya alokasi 





dana desa program 
ADD tepat guna dan 
tepat sasaran 
Ada kebijakan yang 












Sumber: Hasil Wawancara Kepala Desa (2015)
Lebih lanjut mengenai faktor yang berpengaruh terhadap
kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada
masing-masing desa diuraikan sebagaimana berikut.
1. DESA SILVA RAHAYU
Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab
variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Silva Rahayu dijelaskan
oleh Kepala Desa Silva Rahayu sebagaimana kutipan wawancara
berikut.
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“Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi
dampak kebijakan ADD adalah pencairan terlambat dikarenakan
sosialisasi tentang Perbup ADD di atas pertengahan tahun” (WWCR-
KD1, 2015).
Kutipan di atas menginformasikan bahwa penyebab bervariasinya
dampak kebijakan ADD adalah perbedaan waktu dalam pencairan.
Kepala Desa Silva Rahayu berpendapat bahwa pencairan dana yang
terlambat dapat terjadi karena terlambatnya sosialisasi tentang
Perbub ADD yang dilakukan setelah pertengahan tahun. Berbeda
sedikit dengan pendapat Kepala Desa di atas, BPD Desa Silva Rahayu
berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan
sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Silva
Rahayu adalah faktor-faktor pekerjaan yang didanai oleh ADD.
Masyarakat justru berpendapat bahwa faktor yang berpengaruh
terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak kebijakan ADD
adalah SDM, kebijakan atau aturan yang tidak sesuai dengan daerah
setempat, ketergantungan dengan daerah lain, dan biaya ekonomi
yang tinggi. Hal ini tentunya sangat tepat, mengingat bahwa ADD
yang diterima oleh masing-masing desa juga tidak sama. Oleh karena
itu, berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dikatakan bahwa faktor
yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi
dampak kebijakan ADD di Desa Silva Rahayu adalah terlambatnya
sosialisasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan ADD. Selain
itu, faktor lain yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai
penyebab variasi dampak kebijakan ADD di Desa Silva Rahayu
adalah faktor sumber daya manusia, kesesuaian kebijakan dengan
daerah yang didanai, ketergantungan dengan daerah lain, serta biaya
dalam program ADD.
2. DESA TANJUNG BUKA
Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab
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oleh Kepala Desa. Kepala Desa Tajung Buka berpendapat bahwa
faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi
dampak kebijakan ADD pada Desa Tanjung Buka adalah faktor
sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan pendapat masyarakat
Desa Tanjung Buka yang juga mengatakan tentang faktor yang
berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab variasi dampak
kebijakan ADD sebagaimana kutipan berikut.
“Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap program kebijakan alokasi
dana desa adalah faktor, aparat desa, masyarakat, tenaga kerja”
(WWCR-M2, 2015).
Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab
variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Tanjung Buka adalah
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada pada
Desa Tanjung Buka.
3. DESA GUNUNG SERIANG
Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab
variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Gunung Seriang dapat
diketahui dari kutipan wawancara berikut.
“Faktor yang berpengaruh terhadap implemenasi kebijakan ADD adalah
kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya rasa pemahaman dan
kemandirian desa” (WWCR-A2, 2015).
Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa di Desa
Gunung Seriang, faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan ADD adalah kurangnya sumber daya manusia dan
kurangnya rasa pemahaman dan kemandirian desa. Masih terdapat
kelemahan dalam hal sumber daya manusia dimana tingkat
kemampuan pelaksana tidak merata, yaitu secara pendidikan masih
rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mengidentifikasi dan
menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini tidak
mempengaruhi pelaksanaan ADD karena adanya kemampuan untuk
menggerakkan masyarakat. Faktor penghambat dalam kaitannya
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dengan sumber daya manusia berpusat pada rendahnya pendidikan
para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai
ADD kurang, serta tidak adanya dukungan yang memadai. Hal ini
menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama
pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat ADD.
4. DESA BUNYU SELATAN
Faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan sebagai penyebab
variasi dampak kebijakan ADD pada Desa Bunyu Selatan dapat
diketahui dari kutipan wawancara berikut.
“Faktor yang berpengaruh terhadap implemenasi kebijakan ADD adalah
kebijakan itu sendiri (aturan dan sosialisasi), sumber daya manusianya,
dan peran serta masyarakat” (WWCR-KD4, 2015).
Di Desa Bunyu Selatan, faktor yang mempengaruhi implementasi
kebijakan ADD pada dasarnya adalah kebijakan itu sndiri, sumber
daya manusia, dan peran serta masyarakat. Sebagaimana telah
dibahas pada bagian sebelumnya peran serta masyarakat dinilai
kurang memadai akibat kurangnya sosialisasi yang ditujukan bagi
masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat baik secara individu
maupun melalui kelembagaan kurang memahami peran serta
tugasnya. Dalam hal ini pemahaman masyarakat adalah membantu
pelaksanaan secara fisik dari berbagai kegiatan implementasi ADD.
Kondisi tersebut menyebabkan tidak ada peningkatan kapasitas
masyarakat/lembaga masyarakat yang akhirnya menyebabkan
rendahnya peran pengawasan oleh masyarakat. Peningkatan kemam-
puan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang kurang optimal.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah
dilakukan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagaimana berikut.
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ADD yang diharapkan adalah Desa Silva Rahayu dan Desa
Tanjung Buka. Desa yang kurang sesuai dengan tujuan awal pro-
gram ADD adalah Desa Bunyu Selatan. Hal ini disebabkan Desa
Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka telah melaksanakan pro-
gram ADD sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Desa Silva Rahayu dan Desa Tanjung Buka juga telah merasa
puas dengan dana yang diterima dari program ADD sehingga
mampu mengelola dan memanfaatkan dana tersebut dengan
baik. Dengan kata lain, dana yang diterima Desa Silva Rahayu
dan Desa Tanjung Buka sudah sesuai dengan kebutuhan desa
tersebut. Sedangkan Desa Gunung Seriang dan Desa Bunyu
Selatan, masih terdapat ketidaksesuaian dengan tujuan awal
pelaksanaan program ADD. Hal ini dapat disebabkan karena
dana yang diterima dari program ADD belum sesuai dengan
kebutuhan desa yang sebenarnya. Begitu pula halnya dalam
pelaksanaan program-program kerja desa yang didanai dengan
dana dari progam ADD. Dalam hal penyerapan tenaga kerja di
Desa Bunyu Selatan, program ADD juga belum terlaksana dengan
baik.
b. Desa yang masih mengalami faktor penghambat adalah Desa
Tanjung Buka. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di
Desa Tajung Buka masih terbilang minim dan membutuhkan
pelatihan lebih lanjut. Desa Silva Rahayu, Desa Gunung Seriang,
dan Desa Bunyu Selatan tidak mengalami kendala terkait dengan
faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan pro-
gram ADD. Pada ketiga desa tersebut baik kualitas maupun
kuantitas sumber daya manusia sudah mencukupi untuk
melaksanakan program ADD. Sumber daya manusia dan aparat
juga sudah memiliki sikap mental yang siap untuk melaksanakan
program dengan baik.
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya,
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maka saran yang dapat diberikan peneliti terkait hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut.
a. Sosialisasi kebijakan ADD harus terus dilakukan kepada
masyarakat luas sehingga masyarakat dapat memahami dengan
baik yang pada akhirnya masyarakat akan menjadi lebih mudah
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD sesuai dengan
peran dan fungsinya masing - masing
b. Pentingnya dilakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi pengelola
ADD dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas
SDM, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa
dan penyusunan laporan terutama dakibat sering berubahnya
kebijakan tahapan pencairan dana ADD.
c. Perlunya keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses
perencanaan program ADD sehingga program yang dilaksanakan
dapat menyentuh kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.
d. Perlu keterpaduan antara program pembangunan desa dengan
program pembangunan kabupaten yang menjadi satu kesatuan
dalam program pembangunan. Dengan demikian tujuan
pembangunan daerah akan mudah diwujudkan sesuai dengan
arah pembangunan yang telah ditetapkan, baik jangka pendek,
menengah maupun jangka panjang.
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